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PENGANTAR EDITOR

Ada sebuah catatan kecil yang bisa disimpulkan dari tulisan Satjipto
Rahardjo yang ditulis tahun 1980 dalam bukunya “Hukum dan Masyarakat™.
Catatan kecil itu adalah, bahwa studi hukum tersebut di Indonesia masih berada
pada tahap penyebaran gagasan. Selanjutnya Prof. Tjip yang kemudian tahun
2000 mengakhiri pengabdian akademiknya, menulis dalam pidato purna
baktinya bertajuk — Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan
(Teaching Order Finding Disorder):

“Sebagai orang tua yang sudah waktunya turun, saya hanya
menitipkan agar di UNDIP ini ilmu pengetahuan, termasuk hukum,
diusahakan dengan progresif; dengan terus berusaha untuk berada
pada puncak perkembangan atau kemutakhiran ilmu. Dengan
demikian kita berharap dapat mempersembahkan yang terbaik
pada bangsa dan negara’.

Hadirin yang memenuhi auditorium sederhana namun menorehkan
beragam sejarah bagi insan akademis itu seperti larut dalam keharuan detik-
detik terakhir “Sang Begawan Hukum” (begitulah sering Prof. Ir. Eko
Budihardjo, M.Sc. — Rektor Undip yang kental dengan puisi mbelingnya
memperkenalkan Prof. Tjip) menitipkan pesan kepada sivitas akademika yang
akan ditinggalkannya. Sebuah pesan yang terlalu sederhana, namun sarat
makna.

Sudah sejak beberapa dekade terakhir gugatan diarahkan kepada
“Universitas” sebagai sebuah lembaga yang memproduksi manusia intelektual
—& kemudian hari. Sederet kebijakan strategis bahkan rambu-rambu evaluasi
s=haoai jaring pengelolaan manajemen mutu diberlakukan, dan di sisi lain tak
s=riir= dana digelontorkan senyampang dengan tuntutan konstitusi yakni
smez=ran pendidikan sedikitnya sebesar 20% dari totalitas anggaran negara.
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Lalu, dimana konsteks penggalan tulisan di atas bermakna bila
dikomparasikan dengan naskah buku ini? Ya, sebuah peristiwa terkadang
menjadi multi tafsir dan sering menjadi sarat makna setelah diresapi dalam
perspektif filosofi. Sebagaimana yang sering terdengar, hukum itu semata
sebagai sebuah permainan kata-kata - language game 5. :

Buku ini ditulis banyak pihak, dengan beragam sudut pandang serta
gagasan yang diusungnya, meskipun masih berkutat di seputar tema besar
tentang hukum. Bagian perfama Hukum dalam Bangun Teori; berbicara
tentang struktur teori atas hukum. Isu sentral yang diungkap dalam bagian in1
berkaitan dengan perkembangan teori hukum, gagasan pen gembangan
kehidupan berhukum melalui pemikiran progresif, filosofis dan rasional.
Gagasan yang berpariatif itu digulirkan oleh sejumlah penstudi hukum, dari
tata nilai, basis sosial hukum, hingga prediksi perkembangan hukum di era
modernisasi dan teknologi. Bagian kedua, Telaah Atas Hukum dalam
Implementasinya; berbicara mengenai hukum dalam implementasinya dalam
tata kehidupan manusia pendukungnya. Ada sejumlah gagasan praktis yang
berasal dari pemahaman atas realitas hukum di tengah-tengah perilaku
masyarakat yang diungkap para penulisnya. Bagian ini menegaskan betapa
:ndah realitas berhukum itu dalam alam senyatanya, dan makin menebalkan
keyakinan kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum. Bagian ini menguak tentang sejumlah praktek berhukum di tengah-
tengah heterogenitas masyarakat pendukungnya; yang kemudian mengingatkan
kita kepada pemikiran Cicero di abad pertengahan. Ubi Societas — Ibi fus —
dimana ada masyarakat, disana pasti ada hukum.

Paparan dari sejumlah penulis itu tampaknya hendak memaknai sebuah
peristiwa generation gap yang tanpa disadari telah memunculkan krisis
manajemen kepemimpinan akademik. Sejalan dengan perkembangan
keberadaan Fakultas Hukum Universitas Lampung (semula merupakan
pengembangan Fakultas [Imu Sosial, Hukum dan Masyarakat Universitas
Sriwijaya Palembang. sejak 1967 mulai membentuk Universitas Lampung -
Unila), sebagai sebuah komunitas akademik keberadaannya mulai
diperhitungkan oleh masyarakat di Pulau Sumatera khususnya Sumatera Bagian
Selatan. Tidak dapat pula dihindari. sejalan dengan waktu. para perintisnya
satu demi satu harus mengakhiri masa pengabdiannya dan menjadi purna bakti.
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Kini, Universitas Lampung yang disapih dari Universitas Sriwijaya
Palembang itu, menginjak usia empat dasa warsa, seakan menggeliat di tengah
(untutan moralitas akademik. “Kampus Hijau™ itu kini telah tegak berkibar,
sbuan anak-anak bajang lalu lalang dan silih berganti. Para alumninya telah
puli mengisi dan mewarnai pembangunan daerah dan nasional. Kiprah mereka
dulum berbagai bidang itu menunjukkan bahwa insan Kampus ini seperti
enepis anggapan banyak orang, dan berharap tidak pernah menjadi menara
widing, Beberapa lontaran pemikiran dalam buku ini patut direnungkan,
stk iy menyatakan bahwa keberadaan lembaga akademik terbesar di
Provingl Lampung memang patut dipertimbangkan. Memang sebagian
pentlinnyn berasal dari luar Universitas Lampung, namun itu barangkali lebih
mieninjuklkan bahwa sinergi jejaring Universitas ini dengan sejumlah Universitas
di lunr pulau Sumatera nampaknya mulai muncul dan terbangun dari
pethubungan manusia pendukung kehidupan kampus ini.

Seontn faktual tenaga pengajar yang purna bakti, belum diikuti lahimya
(enagn profesional muda yang memadai terutama bila dilihat dari tuntutan
profesional jenjang jabatan tertinggi seorang dosen yaitu mencapai jenjang
o Desar. I ormunitas inf seyogyariya harus mulai ditata dan disemaikan di
I s EHjau yang mengusung nama besar Shang Bumi Rwa Jurai — Provinsi
Lo ila peningkatan kualitas dan kuantitas akademik ini dapat
Awiifudban, fentu generast yang akan lahir adalah generasi berkualitas yang
s e mbiangun negert ini dari keterpurukan dan keterbelakangan. Di
sintlah perlu disepakati bersama, betapa relevansi kaderisasi sudah saatnya
st prioritas ke dart pemimpin institusi. Pembinaan sumber daya manusia
acdilah asset fangka panjang dari konsep pembangunan seutuhnya, tidak
st bangunan stk yang perlu dikedepankan,

Semogn buku yang ditulis dan didedikasikan oleh penulis-penulisnya
Al ks Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan Guru Besar bagi
Peol D 1 Clede A Wiranata, 8.1, M H. di bidang Hukum Perdata/Hukum
I b i erapakan bagian dard sejumlah buku lain yang diterbitkan dalam
itk (o b i), akan menjadi ttik balik bangkitnya tradisi akademik di
Batbnigns e penstuici hukum untuk menuangkan gagasan akademiknya untuk
bbi et b, sehingga kelak akan mampu mencerahkan kampus
sebipnd Dornbag Hiiah
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Editor,

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
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MANFAAT SOCIO-LEGAL STUDIES

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

(Suatu Kajian Kritis: Perundang-Undangan Pidana
Sebagai Faktor Kriminogin)

Maroni

Yemdzhuluan

Cita~cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
= '__- sdkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk
== udkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan
© =212 bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut
== ~=-capai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat

= defence policy) dengan menggunakan hukum sebagai sarananya,
=== = pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal
= izng-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk
~===wal kebijakan penguasa negara (law effectively legitimates policy).
" ==—oing itudi Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan
== =ama penciptaan hukum nasional dikarenakan (a) sistem hukum
= -~=sia berorientasi pada sistem hukum Hindia Belanda yang merupakan
s==— hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis;
* =ik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan
w=—=izng-undangan sebagai instrumen utama dibandingkan hukum

w—=udensi dan hukum kebiasaan (Bagir Manan, 1992: 3).

Dalam bidang hukum pidana eksistensi perundang-undangan sangat
w=—2 sehagai salah satu perwujudan asas legalitas yang merupakan asas

=mental dalam bidang hukum pidana. Namun demikian dalam rangka
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fungsi kepastian hukum (legalitas) tersebut, pembentukan peratur
perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat matcri|
Syarat formal yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern vanp
mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang s
harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebaki
susunan dan bahasa serta adanya hubungan “harmonisasi” antara berbag
peraturan perundang-undangan. Sedan gkan syarat materiil substansial) yaily
harus memperhatikan rambu-rambu dalam melakukan kriminalisa|
penggunaan sanksi pidana dan prosedur/mekanisme sistem peradilan pidai
Digunakannya hukum pidana dalam berbagai peraturan perundany
undangan di Indonesia sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial di
rekayasa sosial (law as social control and social engineering) tampaknyij
dianggap tidak menjadi persoalan penting. Hal ini terlihat dari prakiil
perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan huku
pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dian|
Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar da
normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, padahal apabil
hukum pidana digunakan tanpa memperhatikan rambu-rambu/pri nsip-prinsij)
yang berlaku dalam hukum pidana maka kebijakan tersebut selain aku
merusak sistem hukum pidana bahkan menghilangkan karakteristik/si(u|
beratnya sanksi hukum pidana itu sendiri, bahkan dapat juga menjadi salal)
satu faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Apabila penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan kebijakar
sebagaimana tersebut di atas, bahkan digunakan secara samaral
(indiscriminately) dan memaksa (curcively) maka ketentuan hukum pidany
tersebut akan hilang sifatnya sebagai penjamin utama (prime guaranter)
bahkan akan menjadi pengancam utama (prime threatener) (H.L Packer,
1968: 366). Dikatakan sebagai pengancam utama dikarenakan ketentuay
pidana tersebut apabila dioperasionalkan akan menimbulkan dampak negatil
baik berupa timbulnya sikap pelaku tindak pidana yang tidak mengharp|
aturan hukum pidana karena merasa dikorbankan dalam penegakan hukun
pidana (judicial caprice), juga ketentuan hukum pidana dijadikan sarani
untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok yang nota bene bersifil
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' fuhatan terselubung dengan cara menjadikan.p‘eianggaran' lcf{-‘rza;laiﬁ
L pentingan tersebut dikenakan sanksi pida.na. Hal ini banyacvil‘qtteqik; naOIaEh
\wiluran perundang-undangan di Indonesia seba_tgm?na_na item kan cleh

|1y rakat Transfaransi Indonesia bahwa sampai terjadinya era pd la !
|00k nda lebih dari 64 Keputusan Presiden yang bernuansa kolusi, <lo‘rups
i nepotisme (Esmi Warassih Pujirahayu, 2005: 61). Pergoallarllnya {s;;a;gzﬁ
ililih pendekatan yang bagaimanakah seharusnya dllad ukan o
jnppunaan hukum pidana dalam peraturar.l petl'undang-un aEg‘inke.ahagtan
(il pidana tidak dijadikan sarana legalisasi terhadap praktik kej

i per -undangan. ‘

A |Ilhlll )‘::IJ;L;??E]]E; ini r%lengkajisecara kritis manfaat pcndel(:-itand .s'oc:for-l
I vl studies sebagai upaya antisipasi agar peraturan perundang-undanga
didina tidak dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

I'vimbahasan

Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan Lenlull.l : ty]j:ﬁ

il eluarkan pejabat atau lingkungan jabatan berwenang yangt eEr;?lt inok;h

kol laku yang bersifat atau mengikat secara leum.Atur.atrll:i uli Wa‘i% -
il 1 tersebut dapat berisi ketentuan-kctentu?m me.ngel‘lral a ._P € n_lj - :
(st status atau suatu tatanan. Jenis dan hlcrark} Per dl-L]t:]anf ?Ee lel;gk
Jndangan adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Djisal :eg;ijr ; mp;ﬂqﬂﬁ
lidonesia Tahun 1945 (b) Undang-Undang/Peraturan Pemer Im;; ‘1 .Ld if.(e)
| Indang-Undang; (¢) Peraturan Pemerintah: (d) Peraturgn 1"1 6151 t:)(}._()4)
I |.|1m'l;m Dacrah (Pasal 7 Ayat (l)Undang—Ur}dang Nomor l()d mlwl(;n 01;
|'ungsi peraturan perundang-undangan dlbedakap.dalan}l in l(;:j o r[}) :

Al yaitu fungsi internal dan fungsi ekste.mal.Fungm mtemczl ada danfan
Il (turan perundang-undangan sebagai subsistem hukum. pemf;lf ang-L;];Ci tzan
(v1hidap sistem kaidah hukum pada umumnya. yang mellputl 1:1g.5}t2m h,fkwn
ik, fungsi pembaharuan hukum, fungsi mlegra& plural 15(1111? Sl,l:keterkanan
dian fungsi kepastian hukum. Sedangka.n fungsi ekternal a a}ak S
[ iuran perundang-undangan dengan lmgkungm tempat ber aFu y éi e
Jlosternal ind sering disebut sebagai fungsi sosuf.ﬁ_ dal.'l hukpm. .ing sosia
ikt ini meliputi: fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemu ;
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Fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh paraturan perundang-undangan
di Indonesia (Bagir Manan. 1994- 22).

Secara teoritis penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana/
penal merupakan suatu proses kebijakan yang sen gaja direncanakan melaly|
beberapa tahap yaitu ( 1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undany
atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenany
atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksan
yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap
pemberian pidana in abstracto, sedangkan tahap kedua dan keti gadisebul
tahap pemberian pidana i concereto. Dilihat sebagai suaty proses mekanisme
penegakan hukum pidana, keti ga tahapan pemidanaan tersebut merupakan
satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam saty kebulatan sisten
(Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992:91). Oleh karena itu pada tahap
formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana,
Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suaty garig
pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapal
terwujud.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbul kan dampak
negatifharus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum
pidana yaitu (a) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yany
akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (b)
kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan
terlarang dan sistem penerapannya; (¢) kebijakan tentang prosedur/mekanisme
sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana,
Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil,
sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.
Kebijakan penentuan perbuatan apa yang dilarang atau kriminalisasj sangal

erat dengan kebijakan penentuan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku,
Hal ini mengingat tujuan pemidanaan yaitu (a) mencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat:
(b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang
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itimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan
tii damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada
lviptdana (Pasal 51 Ayat (1) RUU KUHP Tahun 2004.

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa
imemperhatikan ketiga kebijakan penggunaan hukum pidana sebagaimana
leriebut di atas akan menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana
vanp hilang sifat hukum pidananya, bahkan perundang-undangan dimaksud
dipat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan atau secara terselubung
niclagalisasikan kejahatan.

Dijadikannya peraturan perundang-undangan pidana sebagai sarana
tntuk melakukan kejahatan dan/atau perlindungan dari kejahatan. secara
(coritis dimungkinkan mengingat ada 2 (dua) model pembentukan undang-
indang secara sosiologis yaitu model konsensus, dimana pembentukan suatu
indang-undang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dalam
masyarakat, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan nilai-nilai sosial
‘hingga perlu dilindungi dalam undang-undang. Model kedua adalah model
konflik, yaitu pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada
kepentingan-kepentingan individu atau kelompok di mana kepentingan terscbut
scakan-akan sebagai nilai-nilai sosial yang perlu dilindungi dalam undang-
nndang dengan memberi sanksi terhadap pelanggarnya. Model tersebut
berkaitan dengan dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya
suatu kaidah hokum yakni pertama teori kekuasaan (machitheorie) bahwa
seeara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa terlepas
diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Kedua teori pengakuan
(unnerkennungstheorie) yaitu kaidah hukum berlaku berdasarkan
penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku,

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan
clek negatit dalam penggunaannya, maka sejak pembentukannya harus
memperhatikan atau mengakomodasi kepentingan masyarakat tempat dimana
peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan. Hal inj
sesual dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam kuliah-kuliah beliay pada
Program Doktor [lmu Hukum Undip-Unila yang menekankan pentingnya
peranan publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari
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keterpurukan hukum saat ini. Akses publik ke peradilan harus ditingkatkan.
Hukum positif Indonesia telah merumuskan sejumlah hak masyarakat pencari
keadilan yang terlibat dalam proses peradilan. Tujuannya agar rasa keadilan
dikembalikan kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan.

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Esmi Warassih Pujirahayu
dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa penerapan suatu
sistern hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat
merupakan masalah, khususnya di hegara-negara yang sedang berubah karena
terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum
dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu
sendiri.

Berdasarkan pandangan di atas maka sebelum peraturan perundang-
undangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial (socio-legal studies) tentang
aspek hukum pidana yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersebut. Hal ini mengingat socio-legal studies berangkat dari asumsi bahwa
hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan
itutidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang
sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang
lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan
kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma
dan institus.

Apabila diidentifikasi maka dasar hukum penggunaan socio-legal
studies dalam hukum pidana yaitu:

UU Nomor 1 Drt. 1951 Pasal 5 (3)sub b

a.  bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap
perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum
Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih
dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai
hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikutj
oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap
sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan tethukum;
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I bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap
perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana
Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hu-
kuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Ul Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004

I"asal 25 Ayat (1)

Scgala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
ersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

hersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.

P"asal 28 Ayat (1)
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum danrasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 18B Ayat (2) UUD’45 (amandemen ke-2)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

ilat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi, adanya jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum
lidak tertulis yang hidup dalam masyarakat ternyata tidak serta merta membuat
kalangan hukum baik legislator, akademisi dan praktisi hukum mencoba
mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum (sosiologis,
Antropologis dsb). Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran
normative-positivis, yaitu pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai
lenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas positivis,

Belenggu pemikiran normatif positivis ternyata menyebabkan
keterpurukan dalam hukum, sehingga untuk keluar dari keterpurukan hukum
maka harus membebaskan diri dari belenggu positivis. Hal ini karena pemikiran
positivis-legalistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (rule bound)
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tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat kebenaran (Ahmud

Ali, 2002: 48). Sehingga perluada pemikiran yang responsive terhadap rai

keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengural benang keadilu

dan kebenaran. Pemikiran ini dilandasi bahwa bangunan hukum dibangun olel)
hubungan antar manusia sebagai hubungan sosial antar individu dengpan
keseluruhan variasi dan kompleksitasnya yang cenderung sifatnya asimetriy

Dalam artian hukum tunduk pada kekuatan sentripetal yang menciptakan

keteraturan, sekaligus tunduk pada kekuatan sentrifugal yang menciptakun

ketidakteraturan (disorder), chaos maupun konflik; sehingga hukum tidal
dapat dipandang sebagai sesuatu yang kaku (formal-legalistik-positivis) tetap

harus lentur memperhatikan fakta dan realitas sosial (Charles Stamford, 1989

223).

Hal inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh penganut pemikiran yany
melintasi batas positivis antara lain socio-legal studies yang berprinsip bahwii
hukum bukan berada dalam ruang kosong dan hampa yang steril dari aspok
atau sistem yang lain. Hal ini berangkat dari pemikiran sebagai berikut:

a.  Hukum (tertulis) merupakan produk politik, karena merupakan produl
politik maka bisa jadi terdapat agenda politik didalamnya. Dalam teor|
hukum hal ini sejalan dengan pemikiran fungsi hukum: law as a tool of
social control dan law as a tool of social engineering yaitu sebag
alat untuk mengontrol dan menghegemoni rakyat sesuai dengan selery
penguasa;

b. Sebagai produk politik bisa jadi hukum kurang mendapat legitimasi seca
sosiologis dari masyarakat, sebagai contoh: UU Pomografi dan Pornoak |
yang banyak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan;

c. Pengaruh negara asing dengan hukum liberal yang kurang sesuai deng
budaya masyarakat sangat terasa dalam proses pembuatan perundang
undangan maupun dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh: Ul |
tentang PMA, contoh lain akhir-akhir ini polisi gencar melakukan razii
terhadap warnet-wamnet dan conter HP yang diduga memakai sofwar

bajakan sekaligus menangkap pengelolanya dengan tuduhan pelanggaran
terhadap UU Merek;
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|| Penegak Hukum mempunyai ekspektasi dan orientasi yang dapat
dipengaruhi oleh keadaan sosial-politik dan lingkungannya. Proses
penegakan hukum akhirnya hanya tebang pilih selaras dengan agenda
politik; _

¢ Secara Khusus dalam hukum pidana (KUHP) merupakan warisan
kolonial yang sudah saatnya secara substansi disesuaikan dengan budaya
masyarakat Indonesia.

Untuk itu, khususnya dalam penegakan hukum pidana tidak hanya
iekedar memenuhi kehendak undang-undang atau aturan tertulis., melainkarll
harus melihat nilai sosiologis-rasional yang menghendaki hukum mempunyai
utility dan equity (Faizin Sulistio, www. Google.com. 2-2-2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
lahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
ditetapkan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung
asas (a) pengayoman, (b) kemanusiaan, (c) kebangsaan, (d) kekeluargaan,
(¢) kenusantaraan, (f) bhinneka tunggal ika, (g) keadilan, (h) kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (i) ketertiban dan kepastian
hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pada Ayat
(2) ditentukan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan
bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Ketentuan
(ersebut mengisyaratkan bahwa muatan peraturan perundangan-und_angan
harus memperhatikan kepentingan hukum masyarakat tempat d1man§
peraturan perundang-undangan tersebut akan diberlakukan. Untuk mengeta'lilui
kemauan masyarakat tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan kajian
hukum secara empiris.

Selain itu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pemndangj
undangan pidana seharusnya memperhatikan juga cita hukum Indonesia yakni
Pancasila. Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara, maka setiap produk
peraturan perundang-undangan harus diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai Margin of Appreciation
baik dalam pengembangan teori-teori hukum maupun dalam praktik penegakan
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hukum yang berlaku meliputi proses-proses: (a) Law Making: (b) Law
Enforcement; (c) Law Awareness. A gar cita hukum Pancasila dapat terwujud
dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proscs
pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga haruy
memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis.

Filsafat Pancasila mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berkemba g
secara utuh di dalam lingkungan social selalu memerlukan bantuan orang lain,
Oleh sebab itu kebebasan manusia dikembangkan dalam kehidupan sosial
melalui keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan
kewajibannya. Pancasila Jugamengajarkan bahwa manusia adalah makhluk
Tuhan yang otonom, artinya mengakui bahwa manusia memang bebas, merdek;
akan tetapi kebebasan tersebut bukannya tak terbatas. Faktor-faktor yang
membatasinya adalah diri sendiri, orang lain atau masyarakat, alam Iingkungan,
dan juga Tuhannya. Selain itu filsafat Pancasila menempatkan manusia sebagai
makhluk berbudaya memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Oleh karena
itu sistem hukum nasional yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila selain
memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM), juga harus memperhatikan
kewajiban asasi manusia (KAM).

Kondisi sistem hukum nasional kita saat i walaupun sudah berorientas;
kemanusian namun aspek kemanusiannya masih banyak berorientasi kepada

_sistem hukum barat ( Belanda). Hal ini men gingat selain banyaknya produk
hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini (dimensi
pembangunan hukum bersifat pembinaan dan pembaharuan), juga disebabkan
sistem pendidikan hukum kita yang akan menghasilkan para penegak hukum
dan pengembang hukum masih didominasi cara berpikir hukum doktrinal
warisan kolonial Belanda,

Reformasi hukum dalam rangka membangun sistem hukum nasional
yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasila berarti pembangunan tentang
substansi hukum, pem bangunan tentang struktur hukum, dan pembangunan
tentang budaya hukum harus memperhatikan HAM dan KAM bangsa
Indonesia yang menurut Ketetapan MPR Nomor I1I/MPR/] 978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P4) meliputi:
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\ Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban

(nlara sesama manusia;

Saling mencintai sesama manusia;

Mengembangkan sikap tenggang rasa;

| lidak semena-mena terhadap orang lain;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;

[ Giemar melakukan kegiatan kemanusiaan:

i Berani membela kebenaran dan keadilan: .

Il BangsaIndonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia,
karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.

Adanya sistem hukum nasional yang berorientasi kepada HAM dan
IWAM  Indonesia diharapkan sistem hukum nasional tersebut Qapat
inembahagiakan bangsa Indonesia. Tuntutan adanya sistem hukum nas¥onal
ving, membahagiakan tersebut mengingat sistem hukum suatu bang_sa dibuat
vleh danuntuk bangsa yang bersangkutan. Menurut Satjipto Rahardjo (2008:
'1-32) bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan
herakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas terse‘blft
dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya._Dtalan_l hal ini,
imasyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan
(racisinya.

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan substansi hukum yang
herorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan substansi hukum baik
dalam dimensi pembinaan. pembaharuan, dan penciptaan _harus secara
komprehensif melindungi kepentingan hukum negara, kepentingan hukum
masyarakat, maupun kepentingan hukum individu. Sebagai cpntoh pel"c_itunm
perundang-undangan dibuat berdasarkan asas kemanusian yaitu sebagaimana
lermuat dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undang_an. Yang
dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
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hegara dan penduduk Indonesia secara proporstonal. Sedangkan contoh dalan
bidang hukum pidana vaitu adanya pendekatan humanistik dalam penggunaan
sanksi pidana bahwa pidana (untuk sj pelanggar) tidak hanya harus sesyq|
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi Juga harus dapal
membangkitkan kesadaran s pelanggar akan nilai-nilaj kemanusiaan day
nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat (Barda Nawawi Arief, Bahan Kulial
S3 PDIH KPK Undip-Unila tahun 2008).

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan struktur h ukum yang

mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dayi
para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan day
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban. ketenteraman
dan kepastian hukum sesuaj dengan Pancasila dan UUD 1945, Dengan adanya
pembangunan struktur hukum yang berorientasi kepada HAM dan KAM
bangsa Indonesia. praktik-praktik penegakan hukum seperti tebang pilih,
geregetan dan penyiksaan phisik dan non-phisik di masa yang akan datang
tidak akan diketemukan lagi.

Sedangkan reformasi hukum dalam rangka pem bangunan budaya hukum
yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan budaya hukum
diarahkan sebagai Proses penanaman kesadaran hukum rakyat. Proses
penanaman kesadaran hukum rakyat dapat dilakukan melajui kebijakan negara
untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan
memberdayakan masyarakat dajam proses legislasi. Adanya kesadaran hukum
rakyat diharapkan seluruh bangsa Indonesia mengetahui hak dan kewajibannya
sebagai warga Negara.

Guna menunjang reformasi sistem hukum nasional yang berorientas;
HAM dan KAM. maka pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum
vang akan menghasil para ahli hukum yang notabene sebagaj kalangan
pembentuk perundang-undangan ( legislator) harus meninggalkan nuansa
positivisme yang melihat hukum Semata-mata sebagai positive Judgment
penguasa yang menjauhi tradisi empiris. Pendidikan hukum dan pengem bangan
ilmu hukum semacam inj hanya akan menghasilkan juris yang berwawasan
sempit dan formal. yang mendayagunakan hukum sebagai seni ketrampilan
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asi dan profesi semata-mata yang jauh dari keadilan dan demokrasi. Socio-

lesal judgment harus didayagunakan dalam segala aktivitas hukum termasuk
pendidikan hukum. Pengembangan studi hukum harus dilakukan dengan
double track system yaitu doktrinal dan non-doktrinal (Muladi, 2007),

Lebih lanjut (Muladi. 1995) sebagai kode etik/rambu-rambu

penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang
mencerminkan kepentingan masyarakat sehingga terhindar dari ekses
negatifnya yaitu:

d.

Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk
melakukan pembalasan semata-mata;

Hukum pidana hendaknya Jangan digunakan untuk memidana perbuatan
yang tidak jelas korban atau kerugiannya;, _

Hukum pidana jangan di pakai guna mencapai suaty tujuan yang pada
dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan
penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit;

Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh
pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh
tindak pidana yang akan dirum uskan;

Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (by product)
yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan
dikriminalisasikan;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh
masyarakat secara kuat;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan
tidak dapat efektif ( unenforceable);

Hukum pidana harus uniform, univerying and universalistic;

Hukum pidana harus rasional:

Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation and
competence;

Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence,
procedural faorness and substantive justice;

Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal. moral is
kelembagaan dan moralis sipil;
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m. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;

Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara

khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

0. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan
secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal
(prevention without punishment).

=

Kesimpulan

Kebijakan perlindungan masyarakat melalui peraturan perundang-
undangan merupakan politik hukum bangsa Indonesia. Dalam rangka
mendukung dan melindungi kebijakan pemerintah maka penggunaan hukum
pidana dalam hampir setiap peraturan perundang-undangan merupakan hal
yang dianggap biasa. Penggunaan hukum pidana tanpa memperhatikan syarat
formil dan syarat substantif/materiil dapat menimbulkan ekses negatif yaitu
sebagai faktor kriminogin baik peraturan perundang-undangan pidana
dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan, maupun sarana
melagalisasikan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan terselubung,

Upaya antisifasi agar peraturan perundang-undangan pidana tidak
menimbulkan ekses negatif maka pembentukannya harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dimana peraturan dimaksud akan diberlakukan. Untuk
mengetahul kepentingan masyarakat maka pendekatan socio-legal studies
(socio-legal research) sebagai sarananya.
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